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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945 adalah Negara berkewajiban melayani setiap warga negara 

dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Sekretaris Negara RI, 2004) 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Jdih 

BPK RI, 2009). Menurut konsep kesejahteraan sosial, negara harus memberikan 

pelayanan dan membina pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, 

terarah, dan berkelanjutan guna menjamin agar warga negara dapat hidup layak dan 

bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar mereka.  

PBI merupakan program bansos melalui Kementerian Sosial yang berkaitan 

dengan jaminan kesehatan dari BPJS. PBI diberikan kepada peserta BPJS 

Kesehatan yang mengalami kesulitan untuk membayar iuran tagihan dengan nilai 

bantuan senilai Rp. 42.000 per bulan. Ada tiga regulasi yang menjadi landasan 

Kementerian Sosial terkait program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 

Pertama, pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur bahwa orang tidak mampu dan 

fakir miskin adalah orang yang menjadi penerima bantuan iuran. Kedua, pada Pasal 

8 ayat (2) dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, 

disebutkan bahwa identitas peserta sekurang-kurangya harus mencantumkan nama 

dan identitas yang menyatu dengan NIK, kecuali bayi baru lahir (Jdih BPK RI, 
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2018). Ketiga, pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan. Pelaksanaan pendataan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 

nasional yang tepat sasaran perlu diverifikasi dan divalidasi agar data fakir miskin 

dan orang tidak mampu dapat dimutakhirkan. PBI-JKN dirancang bagi masyarakat 

miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah. Data peserta Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan 

Menteri. Oleh karena itu, untuk menentukan masyarakat layak menerima bantuan 

Jaminan Kesehatan, Kemensos RI melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap 

data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang  
Tahun Jumlah (000 jiwa) % 

(1) (2) (3) 
2011 210,01 14,13 
2012 206,49 13,59 
2013 205,99 13,36 
2014 202,31 12,93 
2015 203,12 12,85 
2016 191,95 12,04 
2017 184,41 11,40 
2018 179,32 10,95 
2019 180,67 10,90 
2020 182,61 10,89 
2021 194,12 11,34 
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 

 
Selama masa pandemi Covid-19, jumlah dan persentase penduduk miskin di 

Kota Palembang mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan tabel di atas 

terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Palembang 

mencapai 194,12 ribu orang (11,34 persen). Peningkatan angka kemiskinan sebesar 

11,51 ribu orang dibandingkan kondisi tahun 2020 yang sebesar 182,61 ribu orang 

(10,89 persen). Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 merupakan 

salah satu dampak pandemi Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
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yang diterapkan beberapa kali selama pandemi Covid-19 berdampak pada 

perekonomian masyarakat. Penduduk yang terdampak tentu kehilangan sumber 

pendapatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. 

Dengan masifnya dampak pandemi Covid-19 terhadap penurunan tingkat 

perekonomian yang berkorelasi dengan peningkatan angka kemiskinan di Kota 

Palembang, pemerintah mengeluarkan program jaring pengaman sosial, salah 

satunya di bidang kesehatan yaitu program Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan Nasional KIS. Pemberian bantuan ini menggunakan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial sebagai acuan dalam menetapkan peserta Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.  

 

Tabel 1.2 Rekapitulasi DTKS Kota Palembang Tahun 2020 dan 2021 
 

No Kecamatan Jumlah DTKS Tahun 2020 Jumlah DTKS Tahun 
2021 

1 Ilir Barat I        9.803      43.877  
2 Ilir Barat II      16.063      46.427  
3 Ilir Timur I        6.687      28.343  
4 Ilir Timur II       8.372    33.848 
5 Ilir Timur III        8.894      20.162  
6 Bukit Kecil        4.570      18.645  
7 Sukarami      11.820      51.102  
8 Kemuning        7.799      31.353  
9 Kalidoni      14.924      45.784  
10 Sako      10.222      29.569  
11 Sematang Borang        9.542      21.081  
12 Alang-Alang Lebar        4.852      24.667  
13 Gandus      13.501      52.225  
14 Kertapati      35.924      84.070  
15 Plaju      16.847      52.356  
16 Seberang Ulu  I      28.112      65.611  
17 Seberang Ulu   II      18.808      64.120  
18 Jakabaring      17.301      34.270  

Jumlah Kota Palembang   244.041     747.510 

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang 
 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang 

memuat data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan 

pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dapat dilihat 

dari tabel diatas bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Palembang yang 
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masuk DTKS berjumlah 244.041 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2021 penduduk 

Kota Palembang yang masuk DTKS mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, yaitu sebesar 747.510 ribu jiwa. Hal ini dikarenakan selama pandemi 

covid-19, masalah ekonomi dan kesehatan mengalami ketidakstabilan di Kota 

Palembang.  

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya menjadikan 

verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional 

(PBI-JKN) sebagai panduan dalam melakukan pendataan peserta penerima 

bantuan (Kementerian Sosial RI). Tujuannya adalah : 

1. Tercipta persamaan pandangan dan aksi antar pemangku kepentingan dalam 

melaksanakan validasi dan verifikasi data PBI Jaminan Kesehatan Nasional.  

2. Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak-

pihak lain yang berkepentingan.  

3. Data PBI-JKN divalidasi dan diverifikasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

4. Tersedianya data terkini orang tidak mampu dan fakir miskin peserta PBI-

JKN dan tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi 

Verifikasi dan Validasi bertujuan untuk memeriksa dan mengkaji kebenaran 

data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menjamin kebenaran data penerima 

bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, selanjutnya menetapkan kesahihan fakir 

miskin dan orang tidak mampu sebagai data PBI-JKN, serta tersedianya data fakir 

miskin dan orang tidak mampu sebagai perserta PBI-JKN yang terbaru dan tepat 

sasaran. 
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Gambar 1.1  Aplikasi SIKS-NG Kemensos RI 

 
Sumber : https://siks.kemensos.go.id 

 
 

Proses verifikasi dan validasi data PBI JKN dapat dilakukan melalui 

aplikasi SIKS-NG. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa setiap 

pemerintah daerah dapat melakukan perubahan atau perbaikan data DTKS, serta 

melakukan verifikasi dan validasi data PBI JK melalui aplikasi SIKS-NG. Proses 

verifikasi dan validasi data PBI-JKN ini dilakukan setiap bulan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

92/HUK/2021 (Kementerian Sosial RI, 2021) tentang Penetapan Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021 menetapkan bahwa data DTKS bagi 

Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN tingkat nasional yang aktif  sebanyak 74.420.345 

jiwa sudah padan dengan DTKS. Sementara itu, sebanyak 12.633.338 jiwa data 

PBI-JKN dinonaktifkan karena data tersebut tidak masuk dalam DTKS. Hal ini 

dikarenakan faktor perpindahan segmen, meninggal dunia, data ganda, dan NIK 

yang tidak online di Disdukcapil. Oleh karena itu, data yang dinonaktifkan akan 

dilakukan perbaikan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing daerah. Data yang telah dilakukan 

perbaikan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan harus diverifikasi 
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kelayakannya oleh pemerintah kabupaten atau kota paling lama 2 (dua) bulan 

setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ini. Rincian lengkap by name by address 

penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat diunduh pada sistem informasi 

kesejahteraan next generation / SIKS-NG yang dikelola Pusat Data dan Informasi 

Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. 

Gambar 1.2  Data PBI JK Kota Palembang yang Dinonaktifkan 

 

 
Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang 

 

 Di Kota Palembang, data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

Nasional yang aktif sebanyak 407.750 jiwa dan telah padan dengan DTKS. 

Sementara itu, sebanyak 40.660 jiwa data warga PBI-JKN di Kota Palembang 

dinonaktifkan. Kementerian Sosial secara bertahap akan menonaktifkan dan 

menghapus data yang belum masuk DTKS. Oleh karena itu, data yang 
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dinonaktifkan tersebut harus segera diverifikasi kelayakan oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota paling lama 2 dua bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini. 

Berikut hasil verifikasi atau pemadanan data terhadap SK 92/HUK/2021. 

 
Tabel 1.3 Hasil Pemadanan Data terhadap SK 92/HUK/2021 oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang 
 

Meninggal Pindah Segmen Ganda NIK Tidak Valid 

9.633 4.027 8.230 18.770 

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang 

 
Data nonaktif sebanyak 18.770 jiwa ini akan dilakukan verifikasi dan 

validasi oleh Dinas Sosial. Data dengan status meninggal, pindah segmen, dan 

ganda akan dihapus dari Penerima Bantuan Iuran kemudian akan digantikan dengan 

pendaftaran PBI yang baru. Namun, jika masyarakat mengetahui penonaktifan 

Kartu Indonesia Sehat milik mereka, maka mereka harus segera melaporkan 

masalah penonaktifan ini ke Dinas Sosial Kota  Palembang paling lambat 6 bulan 

sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan. Apabila data mereka dikategorikan sangat 

layak menerima bantuan, maka akan dilakukan verifikasi dan validasi untuk 

diajukan kembali menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

Nasional.. Data PBI JKN yang dinonaktifkan dikirim langsung oleh Pusat Data dan 

Informasi Kementerian Pusat ke Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG, yang 

kemudian akan dilakukan verifikasi dan validasi data. Proses verifikasi dan validasi 

data PBI JKN di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021 hanya dilakukan 

melalui aplikasi SIKS-NG tanpa ada verifikasi data langsung ke lapangan. 
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Gambar 1.3 Proses Verifikasi Data PBI JK Tahun 2021 

 
Sumber : SIKS-NG PBI JK Dinas Sosial Kota Palembang 

 

Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa pada saat melakukan 

verifikasi terhadap data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di 

Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021 masih ditemukan ketidaksesuaian 

kriteria penerima bantuan iuran, dapat dilihat dari pekerjaan warga tersebut adalah 

karyawan swasta. Hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan. Jika dilihat dari pekerjaan tersebut masyarakat akan 

berpendapat bahwa karyawan swasta memiliki gaji sesuai dengan UMR sehingga 

hal ini dapat memicu pro kontra di masyarakat.   

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang membuat progres verifikasi 

dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas 

Sosial dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal, yaitu Pertama, dikarenakan 

waktu pengaksesan aplikasi SIKS-NG yang terbatas dari pusat maka proses 

verifikasi dan validasi membutuhkan banyak tenaga kerja atau petugas dalam 
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mengerjakan verivali melalui aplikasi SIKS-NG. Kedua, adanya kendala jaringan 

dimana pada saat melakukan verifikasi dan validasi jaringan internet atau wifi 

sering kali bermasalah atau down sehingga petugas yang mengerjakan kesulitan, 

dan pada akhirnya harus menggunakan jaringan internet pribadi atau hotspot dari 

hp mereka masing-masing. Ketiga, adanya keterbatasan anggaran Pemerintah 

Daerah selama masa pandemi, sehingga tidak ada petugas yang melaksanakan 

verifikasi data langsung ke lapangan sehingga proses verifikasi hanya dikerjakan 

melalui sistem aplikasi SIKS-NG. Keempat, tidak adanya petugas yang melakukan 

verifikasi data ke lapangan membuat banyak penerima bantuan iuran yang tidak 

tepat sasaran. Kelima, penonaktifan Kartu Indonesia Sehat PBI-JKN ini tidak 

banyak diketahui oleh masyarakat. Mereka baru mengetahui adanya penonaktifan 

ini ketika hendak berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Oleh karena itu, Dinas 

Sosial serta Pemerintah daerah harus segera berkoordinasi dalam memperbaiki 

proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 

nasional sehingga benar-benar mendapatkan data masyarakat miskin yang objektif 

dan pelaksanaanya dapat dilakukan secara optimal. 

Dengan melihat permasalahan diatas, maka akan dilakukan penelitian 

dengan Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial Kota 

Palembang Tahun 2021 . 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Dinas Sosial Kota Palembang 

Tahun 2021? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Verifikasi dan 

Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Dinas 

Sosial Kota Palembang Tahun 2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara 

akademik ataupun secara praktis, diantaranya: 

1. Manfaat Akademis, hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan 

verifikasi dan validasi data bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

Nasional (PBI-JKN) di Dinas Sosial Kota Palembang tahun 2021 ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pengetahuan, sebagai bahan perkembangan Ilmu 

Administrasi publik khususnya yang berkitan dengan informasi model 

implementasi kebijakan.  

2. Manfaat Praktis, yaitu dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 

implementasi kebijakan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Palembang dalam 

menjalankan kebijakan. 
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